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PALU, MERCUSUAR- Te-
"muan BPK Ri atas Laporan Ke-
uangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kabupaten Parigi
Moutong (Parmout) tahun
anggaran (TA) 2010 senilai
Rp151,08 M atau 11,43 persen
dari cakupan pemeriksaan se-
hingga memperokh penilaian
Disclaimer, dikarenakan kesa-
‘ahan administrasi. .
“Kamitidak membantah ka-
lwu ada kesalahan dari sisi ad-
ministrasi, hanya untuk melu-
ruskan saja karena telah ber-
kembang persepsi kalau te-
muan itu terindikasi korupsi,”
kata Wakil Bupati Parmout,
Samsurizal Tombolotutu,
Junvat (3/6), di Palu.
Dicontohkan Samsurizal,
temuan BPK RI pada poin 9,
hasil pemeriksaan BPK Rl
yang mencantumkan PPN/
PPhatas pelksanaan kegiatan
TA 2010 belim disetorkan ke
Kas Negara per 81 Desember.
2010 sebesar RpRp3,85 M dan
hporan penyetoran atas PPN/
PPh TA 2010 tidak didukung
‘bukti SSP minimal sebesar
Rp329,94juta karena pencai-

pada 31 Desember 2010. Se-
hingga, untuk menentukan be-
saran PPN/PPh sulit ditentu-

Kan pada hari
itu. Terlebih
lagi, pembaya-
ran - setoran
pajak antara
Pemkab Par-
mout dengan
kantor Pajak
di Palibelum bisa dilaksana-
kan secara on line, sehingga
pembayarannyamenyeberang
tahun berikutnya. “Ini juga
kendalanya kantor Pajak ada di
Palu sedangkan kita tutup buku
pada 31 Desember 2010,”
terangnya.

Namun yang jelasnya kata-
nya, PPN/PPh sudah disetor
tapi belum dibukukan. “Ini ha-
nya factor keterlambatan saja,”
imbuhnya.

Pun pada poin 10 tentang
penerimaan retribusi pelaya-
nan kesehatan pada RSUD
Anuntabko minimal sebesar.
Rp4,08 M tidak disetor ke Kas
Daerah dan dikelola di luar
mekanisme APBD.

Dijelaskan Samsurizal, sebe-
narnyakasus ini terkadang su-
lit dihindari. Di satu sisi, Pem-
kab terkadang diperhadapkan
pada persoaln yang menuntut
penannganan segera pada pa-.
sien yang memerlukan pera-
watan, sedangkan disisi lain
anggaran tak tersedia jika pe-
nerimaan retribusi pelayanan
kesehatan itu diserahkan king-
sungkeKas Daerah. Tentu akan
memerlukan payung hukum
untuk proses pencairannya.’
“Saya terpaksa menempuh ke-
bijakan untuk segera menggu-
nakan penerimaan retribusi
pelayanan kesehatan ketika
Direktur Rumah Sakit berkon-
sultasi terkait penanganan pa-
sienyang memerlukan operasi-
segera sedangkan saat itu be-
lum ada biaya,” paparnya pan-
jang kebar. oiv










